BUPATI BADUNG

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN DAN PENETAPAN PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

: a. bahwa memperhatikan Ketentuan Pasal 4 Peraturan
Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu
Menjabarkan dan Menetapkan Pencapaian Target
Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per
Triwulan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran dan Penetapan Pencapaian
Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Per Triwulan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2017,

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun
2010 tentang Retribusi Izin Gangguan;

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun
2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun
2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Badung Nomor 28 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Badung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan;

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun
2011 tentang Pajak Air Tanah;

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun
2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan
Umum;

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun
2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
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Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun
2011 tentang Pajak Parkir;

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun
2011 tentang Pajak Hotel,;

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun
2011 tentang Pajak Restoran;

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun
2011 tentang Pajak Hiburan;

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 18 Tahun
2011 tentang Pajak Reklame;

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun
2011 tentang Pajak Penerangan Jalan;

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun
2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 22 Tahun
2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 23 Tahun
2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam
Kebakaran;

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 24 Tahun
2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 25 Tahun
2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Badung nomor 6 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung
Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat
Rekreasi dan Olahraga;

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun
2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 27 Tahun
2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun
2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan;

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun
2012 tentang Retribusi Terminal;

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor S5 Tahun
2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi;



Menetapkan :
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29. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun

2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman
Beralkohol,

30. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun

2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung
Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun
2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Badung;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 22 Tahun

2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN DAN
PENETAPAN PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN PADA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Menjabarkan dan menetapkan Target Pencapaian
Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per
Triwulan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017, dengan susunan penjabaran dan
penetapan pencapaian target penerimaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 2

(1) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat
diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu
sebagaimana dijabarkan dan ditetapkan dalam Pasal 1.

(2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
a. kinerja instansi;
b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
c. pendapatan daerah; dan
d. pelayanan kepada masyarakat.
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(3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan
berikutnya.

(4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai,
Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal
triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja
triwulan yang ditentukan.

(5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran
penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif
yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 3

(1) Besarnya Insentif ditetapkan sebesar :
a. 2 % (dua perseratus) dari target penerimaan setiap
jenis Pajak Daerah; dan
b. 3 % (tiga perseratus) dari target penerimaan setiap
jenis Retribusi Daerah.

(2) Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b disesuaikan dengan penganggaran Insentif oleh
Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

(3) Besarnya Insentif untuk pemungut Pajak Bumi dan
Bangunan pada  tingkat desa/kelurahan dan
kecamatan, perbekel/lurah atau sebutan lain dan
camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh
Instansi Pelaksana Pemungut Pajak ditetapkan sebesar
S % (lima perseratus) dari besarnya Insentif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 4

(1) Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat
penetapan Peraturan Bupati ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Badung Tahun Anggaran 2017.

(2) Pemberian Insentif untuk Tahun Anggaran 2017 dapat
dibayarkan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah  Tahun  Anggaran 2017 dan
dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau
terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan
pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif
diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang
pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan Bupati ini.
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Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 3 Maret 2017

BUPATI BADUNG,

TTD

I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 3 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

TTD

I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2017 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,
TTD

Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si.
NIP. 19710901 199803 1 009




